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BUPATI BOYOLALI

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR (O TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

_ bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Boyolali Tahun 2012 merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Boyolali ‘Tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015;

_ bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Dacrah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah—Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); '

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran ‘Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700), !

. Undang-Undang Nomcr 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang'

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

17.Peraturan Pemerintanh Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Femerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



22.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

23.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 —-
2014;

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Nomor 8 Serie D, Nomor 1);

26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Serie E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3, Seri E Nomor 3);

27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Nomor 4);

28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali, Nomor 11 Tahun
2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Boyolali Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Serie E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);



32.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor

112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2012. :

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2012
berfungsi sebagai pedoman dalam rangka :

a. menyusun Rancangan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2012 yang
didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

b. menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Boyolali Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;

c. memadukan dan mensinergikan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Boyolali Tahun 2012;

d. mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2012 oleh seluruh
pelaku pembangunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2012
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah [aerah (RKPD) Kabupaten Boyolali

Tahun 2012 sebagalmana dimaksud dalan Pasal 2 adalah sebagai berikut :
BAB | . Pendahuluan,

BAB I - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 .

BAB lli . Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka
Pendanaan .

BAB IV . Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 .

BAB V . Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah .

BAB VI . Penutup



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 j\m’{ 2011

?/BUPATI BOYOLALI,
———-—s \M\A ———-

,"SENO SAMODRO y/

Diundangkan di Bpyolali
pada tanggal 2| :]um 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

i

7 SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 1O



